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Abstrak

Pengabdian ini dilakukan guna untuk mengetahui dan memahami mengenai biaya, pungutan dan
aturan-aturan yang melekat pada pemanfaatan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD)
berupa kendaraan khususnya bermotor yang dikelola oleh BPKAD Jember. Pengabdian ini
menggunakan metode pengawasan serta pengendalian mengenai aset tetap dalam pemanfaatan
kendaraan bermotor di BPKAD Jember yang dibantu oleh anggota di bagian Aset Daerah. Adapun
hasil dari pengabdian ini yaitu. Penerapan pajak dan aturan mengenai pajak kendaraan bermotor
yang diterapkan oleh masing-masing OPD atas tanggung jawab BPKAD Jember telah dilakukan
dengan baik dan optimal. Dimana karena BPKAD hanya sebagai pengelola saja, jika kendaraan
milik daerah dipinjamkan maka seluruh biaya seperti pajak, pemeliharaan dan perawatan
seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak peminjam pakai barang. Di Jember sendiri dalam
membayar serta melaporkan pajak kendaraan bermotor tahunan sudah dipermudah dengan adanya
Sajadah Srikandi atau Samsat Keliling. Dengan begitu, akses untuk membayar pajak menjadi lebih
mudah dan efisien.
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PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (BPKAD) merupakan
suatu perangkat daerah yang memiliki fungsi yang menjadi fungsi dalam menunjang urusan
kepemerintahan daerah provinsi di bidang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan juga aset
daerah.

Sedangkan pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Pajak
dalam negeri salah satunya meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara konteks ekonomi
umum, makro dan nasional, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dalam bahasa Inggris disebut
Value Added Tax menjadi suatu komponen dan upaya mendukung sebuah kebijakan fiskal didalam
pemerintahan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan serta sebagai alat utama dalam pemulihan
kondisi ekonomi (Ida Ayu dan | Ketut, 2015). PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas
pengenaan barang maupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pajak yang dikenakan atas tiap
nilai yang dapat diidentifikasi dari produsen ke konsumen (Almira., dkk, 2016). Dalam
perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Pajak langsung contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung yaitu
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di Indonesia, selama suatu barang termasuk dalam daerah atau
wilayah Indonesia dan diatur dalam UU termasuk barang kena pajak (BKP) maka setiap pembelian
barangnya ditambah dengan tarif nilai atau dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak
Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang
dapat dikenakan PPN. Saat ini, PPN di Indonesia mengalami kenaikan tarif sebesar 1 % dari yang
10 % per Undang-Undang tahun 1983 yang kemudian berakhir Maret 2021 dan mengalami
kenaikan perubahan tarif menjadi 11% per bulan April 2022. Pajak Pertambahan Nilai sendiri bisa
berpengaruh terhadap berbagai sektor bisnis, salah satunya yaitu terhadap aset perusahaan. Dimana
aset sendiri merupakan sumber kekayaan ekonomi yang dimiliki suatu instansi. Tentunya hal ini,
menimbulkan respon serta reaksi terhadap perubahan tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan
Pajak Pertambahan Nilai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
terhadap pembelian kendaraan seperti mobil ataupun kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor
diartikan sebagai seluruh kendaraan roda yang dikendalikan oleh mesin. Pengenaan PKB hari ini
berdasarkan ketentuan Pasal 3- 8 UU No. 28 Tahun 2009, Menurut Nirajenani & Aryani (2018)
salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor
(PKB). Sedangkan PKB sendiri didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan atau penguasaan
kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dimana kendaraan tersebut dimanfaatkan atau
digunakan.

Dalam pelaksanaan atau kegiatan operasional di lapangan masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jember tentunya membutuhkan kendaraan bermotor Dimana dalam
pengadaan barangnya tentu melalui BPKAD Jember selaku pengelola keuangan daerah. Dimana,
jika saat sekretaris daerah mengalami perubahan kebijakan karena dampak dari peningkatan tarif
PPN, tentu juga akan berdampak pada OPD tersebut. Aset Kendaraan yang dimiliki oleh BPKAD
Jember diperoleh dari cara membeli kendaraan tersebut. Yang nantinya, saat OPD membutuhkan
akan dipinjamkan ke masing-masing bagian tersebut disinilah pajak tidak langsung nantinya akan
terjadi dan diterapkan. Oleh karena itu dalam mendukung dalam memperlancar operasional
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masing-masing OPD, BPKAD Jember berupaya dalam meminjamkan kendaraan tersebut dengan
begitu kebutuhan dari Organisasi Perangkat Daerah akan terlaksana dan terpenuhi. Kemudian, hal
ini akan berdampak terhadap pemerolehan manfaat, pendapatan atau pelayanan yang seharusnya
dilakukan oleh OPD. Dengan begitu, secara tersirat pengimplementasian pajak konsumsi atau tidak
langsung PPN terhadap aset kendaraan milik BPKAD Jember bisa dijalankan dengan efektif dan
tepat.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 30 hari kerja atau setara dengan 1 bulan dimana
dimulai tanggal 27 Desember 2023 hingga 7 Februari 2024 yang bertempatkan di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Metode yang digunakan
dalam pengabdian ini dapat dipresentasikan melalui tahapan atau langkah-langkah yang dimulai
dari melakukan pengawasan aset daerah yang dipinjam pakai terutama berupa kendaraan dalam
bentuk menginput data-data dari masing-masing atau terdiri dari 126 OPD terkait aset tetap di
dalam laporan dengan dibantu oleh pemangku kepentingan seperti anggota Sub bidang
pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah. Kemudian
melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan di BPKAD Jember dengan mengamati
secara langsung dan mengirimkan Bukti Acara Serah Terima (BAST) pemanfaatan kendaraan
terhadap OPD dan kemudian melakukan analisis bahwa dalam perjanjian BAST agar semua biaya
ditanggung oleh pihak peminjam pakai termasuk pajak kendaraan bermotor yaitu pajak konsumsi.
Kegiatan pengabdian selanjutnya dilakukan dengan memberikan masukan terhadap kondisi di
tempat pengabdian, bahwasannya diperlukan ke konsistenan dalam pengendalian dan pemanfaatan
BMD tersebut dengan tujuan untuk pemenuhan dalam mengikuti aturan-aturan serta regulasi
perpajakan yang ada terkait kendaraan bermotor.

HASIL

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah penggunaan aset yang dimiliki daerah
yang dikelola olehn BPKAD Jember, dimana bentuk dari pemanfaatan yaitu bermacam-macam
terdiri  dari kerja sama penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, sewa, kerja sama
pemanfaatan, dan juga pinjam pakai. Pinjam sendiri adalah penyerahan penggunaan barang untuk
pemanfaatan operasional atau administratif antara Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah
atau OPD dalam jangka waktu tertentu tanpa memerlukan imbalan. Pinjam pakai diterapkan
dengan memperhatikan pertimbangan mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak digunakannya
barang tersebut untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Moermahadi, S. D, 2017). Kegiatan pinjam
pakai yang sering dikelola oleh BPKAD Jember yaitu pinjam pakai berupa kendaraan baik
peminjaman oleh instansi lain atau seringkali dari pihak OPD Jember. Dalam peminjaman pakai
kendaraan ini diurusi oleh bagian Aset di BPKAD Jember khususnya bagian sub bidang
pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.

Didalam buku berjudul Kontrak Publik (Anshori, 1., 2021) dituliskan berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD atau BMN Pasal 30 bahwa,
pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang berisikan nama para pihak yang terikat
perjanjian, jenis barang yang dipinjamkan, luas atau jumlah barang yang dipinjam, dan jangka
waktu, tanggung jawab peminjam atas biaya operasional, pemeliharaan selama jangka waktu
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peminjaman dan juga hak kewajiban para pihak.

Kendaraan bermotor menjadi alat yang sangat penting bagi setiap instansi atau OPD dalam
kegiatan operasionalnya. Dimana kendaraan yang dipinjam ini masih tetap menjadi tanggung
jawab BPKAD Jember sebagai pengelola aset daerah. Oleh karena itu, sebelum pinjam pakai
kendaraan pihak OPD atau peminjam pakai pasti membuat perjanjian diantara kedua belah pihak .
Yang dimana pihak peminjam pakai tidak boleh sewenang-wenang terhadap aset daerah yang
dipakainya atau dipergunakan manfaatnya tersebut.

Sedangkan pajak konsumsi adalah pajak yang dikeluarkan atas pendapatan yang digunakan
dalam pembelian atau pengeluaran untuk kepentingan barang dan jasa. Adapun jenis dari pajak
konsumsi salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai disini dikenakan
kepada kendaraan bermotor yang dibeli langsung oleh BPKAD Jember dimana jika dibeli sebelum
adanya peraturan harmonisasi pajak (Maret, 2021) maka akan dikenakan tarif sebesar 10% setelah
tahun itu akan dikenakan 11%. Kendaraan yang dikelola olen BPKAD Jember adalah suatu barang
milik daerah yang bisa dimanfaatkan berdasarkan peraturan daerah ataupun peraturan Bupati
Jember. Dalam pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel. Sebagai pengelola, BPKAD
Jember melakukan pemanfaatan BMD diantaranya melalui pinjam pakai berupa kendaraan yang
bisa dipinjam oleh perangkat daerah Kabupaten Jember sendiri ataupun dari pihak atau instansi
lain kepemerintahan Jember.

Gambar. Periksa Data Aset Tetap 126 OPD

PEMBAHASAN
Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari wawancara staf di BPKAD Jember adalah bahwa
dalam membeli kendaraan khususnya dengan ada perubahan kenaikan tarif PPN ini tidak begitu
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berpengaruh secara signifikan terhadap pengadaan pembelian kendaraan. Biasanya dalam
pembeliannya didasarkan pada anggaran yang ada serta dalam membeli biasanya tidak serta merta
setiap tahun dan waktunya melakukan pengadaan kendaraan bermotor. Akan tetapi, dalam
pembeliannya biasanya menggunakan sistem apabila ada pihak OPD mengajukan permohonan
dalam pembelian kendaraan tersebut guna kebutuhan dalam operasional mereka. Barulah disitu
jika disetujui dilakukanlah pembelian.

Pembayaran Pajak Langsung Kendaraan Bermotor oleh OPD Jember

Dalam pembelian aset daerah tersebut, tentu BPKAD Jember akan dikenakan tarif Pajak
Pertambahan Nilai atas pembelian barang kendaraan bermotor tersebut, yaitu antara 10% saat
pembelian maksimal hingga berakhir bulan Maret 2021 serta dikenakan 11% saat melakukan
pengadaan barang tentang bulan April 2022.

Saat kendaraan bermotor ini dibeli, tarif pajak pertama akan dikenakan kepada Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yaitu BPKAD Jember. Kemudian setelah status pinjam pakai yang dilakukan
oleh OPD, maka seluruh biaya pajak yang melekat pada kendaraan bermotor akan dibayarkan oleh
masing-masing OPD yang menjadi pengguna barang milik daerah atau aset daerah. Seperti yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang juga mengatur bahwa
seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari retribusi jasa usaha
atas pemanfaatan aset daerah. Selama masa peminjaman tersebut maka semua pajak tahunan
kendaraan bermotor akan ditanggung dan dilaporkan oleh OPD yang dimana sistem pelimpahan
pajaknya yaitu pajak langsung, yang dimana OPD menanggung seluruh beban biaya pajak yang
akan dikeluarkan. Sedangkan BPKAD Jember menjadi penanggung jawab atas adanya kendaraan
bermotor yang dibeli.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor,
dikatakan bahwa setiap orang atau badan yang merupakan pemilik, memiliki kendaraan bermotor
dan menggunakan hak kuasa dalam menggunakan kendaraan bermotor maka akan dikenakan pajak
atas kepemilikan kendaraannya tersebut. Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap
tahunnya ini dibayarkan melalui Samsat keliling yang dinamakan dengan Sajadah (Samsat Jelajah
Daerah) Srikandi per tahun 2023. Samsat Srikandi merupakan layanan keliling pembayaran pajak
tahunan dan lima tahunan dengan petugas Srikandi atau petugas yang mayoritas adalah perempuan
ataupun polisi wanita di jajaran Satlantas Polres Jember serta dari Bapenda (Badan Pendapatan
Daerah). Menurut Kapolres Jember, AKBP. Moh. Nurhudayat SH. SIK. MM melalui Kasatlantas
Polres Jember, AKP. Arum Inambala SIK. M.Si menerangkan bahwa, Sajadah Srikandi dibuat
dengan tujuan agar dapat memudahkan Pengusaha Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor dan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan Masyarakat di pelosok desa (AKP Arum).
Selain itu, Sajadah Srikandi pun bisa mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
pemenuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus perlu ke kantor Samsat.

Sedangkan untuk biaya selain pembayaran atau pungutan pajak, seperti biaya pemeliharaan dan
perawatan, penyusutan aset, maupun biaya lainnya sepenuhnya ditanggung dan dibiayai oleh OPD
yang bersangkutan. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2020, pasal 36 ayat (1)
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menyatakan bahwasannya biaya pemeliharaan, pengamanan BMD dan biaya biaya pelaksanaan
yang menjadi objek pemanfaatan pinjam pakai dibebankan kepada pihak pemanfaatan.

KESIMPULAN

Pengadaan dan pembelian kendaraan bermotor biasanya didasarkan pada kebutuhan OPD
dalam kebutuhan penggunaan kendaraan dan disitulah pihak BPKAD Jember sebagai pengelola
aset daerah melakukan kegiatan pinjam pakai kendaraan guna dipergunakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam hal pemanfaatan untuk keberlangsungan operasional
mereka. Penerapan pajak dan aturan mengenai pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh
masing-masing OPD atas tanggung jawab BPKAD Jember telah dilakukan dengan baik dan
optimal. Dimana karena BPKAD hanya sebagai pengelola saja, jika kendaraan milik daerah
dipinjamkan maka seluruh biaya seperti pajak, pemeliharaan dan perawatan seluruhnya menjadi
tanggung jawab pihak peminjam pakai barang. Di Jember sendiri dalam membayar serta
melaporkan pajak kendaraan bermotor tahunan sudah dipermudah dengan adanya Sajadah Srikandi
atau Samsat Keliling. Dengan begitu, akses untuk membayar pajak menjadi lebih mudah dan
efisien.
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